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ِحيمِ  ِن ٱلره ۡحم َٰ ِ ٱلره  بِۡسِم ٱَّلله
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini 
sebagaimana mestinya. 
Kebesaran jiwa, cinta kasih sayang yang tak bertepi dn tak bermuara, doa 
yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Arbai Madi dan Ibunda 
Sugiati Daeng Puji, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang,  
nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat 
ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudariku yang 
tercinta: Alm. Muhammad Fahri Zaky Arbai, Muhammad Hikmal Abrar 
Arbai, Muhammad Hamdan Nabil Arbai dan Wanuri Putri Arbai, beserta 
keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian, kejahilan dan kasih sayangnya 
selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak 
awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Alauddin Makassar. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 
(S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan 
yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun 
hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari 
pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut 
kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan 





Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat 
petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada 
tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang 
tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril 
maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga 
terutama kepada yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, P.hD. selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar; 
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakri, Lc., M.Ag. selaku Dekan 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Ibu Dr. Hj. Rahmatia 
HL, M.Pd. selaku Wakil Dekan bidang Akademik, bapak Dr. Marilang, S.H., 
M.Hum. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan 
Lembaga, bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan beserta jajarannya; 
3. Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN 
Alauddin Makassar beserta bapak Drs. Muhammad Jamal Jamil, M.Ag. 
selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama; 
4. Ibu Dr. Hj. Nurnaningsih, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. M. 
Saleh Ridwan M. Ag. selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah 
kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 
untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan 
penyelesaian skripsi ini; 
5. Bapak Dr. H. Abdul Halim Talli., M. Ag.. selaku penguji I dan Bapak Drs. 





kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 
untuk menguji dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini; 
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar; 
7. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan 
memberikan data kepada penulis di KUA Kecamatan Mamajang Kota 
Makassar yaitu Kepala UA Kecamatan Mamajang Kota Makassar, bapak 
Saifuddin Alwi, SH. I, dan Ainul Fuad S. Sos, Pelayanan Pengawasan 
Pencatatan dan Pelaporan N/R, yang selalu memback up dalam penelitian 
saya yakni Dra. Rahmawati, Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah, dan 
Hasbullah, SE, Pengelolaan Dokumentasi dan Sistim Info KUA Kecamatan 
yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini; 
8. Seluruh sodara saying di bangku kuliah pada Jurusan Peradilan Agama 
Angkatan 2013 Khususnya Andi Haerur Rijal, SH, Miftahul Khair, SH, Muh. 
Mahdi M, dan Muh. Firman Rusyaid terima kasih atas kesetiakawanan, 
dukungan dan motivasinya selama ini; 
9. Kepada seluruh Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Gowa 
Raya dan terkhusus HmI Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya 
serta Korps HMI-Wati (KOHATI) Komisariat Syariah dan Hukum Cabang 
Gowa Raya yang juga selalu memberi semangat kepada penulis selama 
penyusunan skripsi ini. 
10. Kepada Senior saya Khusunya Kakanda Rusman, S.H.I, MH yang selalu 
memberi semangat selama penyusunan skripsi ini; 
11. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan, 





Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan 
dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga 
rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, 
namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah 
diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari 
Allah swt. 
Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa 
manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan 
terima kasih yang tak terhingga 
         Makassar, 3 Januari 2021 M  
                 21 Jumadil Akhir 1442 H 






      Muhammad Alif Ibnu Khaidir 
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A. Transliterasi Arab-Latin  
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 





Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا
 ba b be ب
 ta t te ت
 (sa s es (dengan titik di  atas ث
 jim j je ج
 (ha h ha (dengan titk di bawah ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د
 (zal z zet (dengan titik di atas ذ
 ra r er ر





 sin s es س
 syin sy es dan ye ش
 sad s es (dengan titik di ص
bawah) 
 dad d de (dengan titik di ض
bawah) 
 (ta t te (dengan titik di bawah ط
 za z zet (dengan titk di ظ
bawah)  
 ain „ apostrop terbalik„ ع
 gain g ge غ
 fa f ef ؼ
 qaf q qi ؽ
 kaf k ka ؾ
 lam l el ؿ
 mim m em ـ
 nun n en ف





 ha h ha ق
 hamzah , apostop ء
 ya y ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fathah a a َـ
 kasrah i i ِـ
 dammah u u ُـ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 





fathah dan ya ai a dan i 
 
  ك








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 













  ..ا|  ي ...






a dan garis di atas 
  ي
























4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 






8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-
Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 





B. Daftar Singkatan  
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā  
Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam  
a.s.    = „alaihi al-salām  
H  = Hijrah  
M  = Masehi  
SM  = Sebelum Masehi  
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
w.  = Wafat tahun  
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4  


















NAMA : MUHAMMAD ALIF IBNU KHAIDIR 
NIM : 10100113022 
JUDUL SKRIPSI : “UPAYA PENGHULU DALAM MENGURANGI 
PERCERAIAN DI KECAMATAN MAMAJANG 
KOTA MAKASSAR (Studi Kasus: 2016-2017)” 
Skripsi ini membahas beberapa hal menjadi masalah disini diantaranya 
ialah tugas dan fungsi Penghulu tidak  hanya mencatatkan pernikahan, tetapi 
dalam pasal 24 Peraturan Menteri NomorPER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan  
fungsional   penghulu adalah sebagai Pembina keluarga sakinah, tetapi  pada 
kenyataannya tugas itu tidak dilaksanakan sehingga berpengaruh pada  perceraian. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 
menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang 
terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, 
pertentangan antara dua keadakan atau lebih, hubungan antara individu dengan 
varible yang timbul perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap 
kondisi. Dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi 
lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan 
dengan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Penghulu berusaha 
melakukan dan mencari cara supaya permasalahan mengenai perceraian bias 
diatasi. Oleh karena itu akhirnya Penghulu melakukan dan membuat Program 
Pembinaan Keluarga   Sakinah   sebagai salah satu usaha untuk meminimalisir 
Perceraian yang ada di Kecamatan Mamajang. Pembinaan Keluarga Sakinah 
barulah bisa berjalan apabila Penghulu itu sendiri yang malakukan langsung tanpa 
ada pihak darimanapun. Karena Penghulu adalah orang yang ditugaskan untuk 
melakukan Pembinaan Keluarga Sakinah supaya masyarakat lebih mengetahui 
dampak negatif dari perceraian tersebut. (2) Program   Pembinaan  Keluarga   bisa  
meminimalisir  pelaku   Perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat 
Mamajang. Penghulu juga mendapat nilai positif dari apa yang telah dilakukan 
terhadap masyarakat. Faktor-faktor yang Mempengaruhi ialah Pendidikan, 
Ekonomi dan Lingkungan. Pembinaan Keluarga Sakinah barulah bisa berjalan 
apabila Penghulu itu sendiri yang malakukan langsung tanpa ada pihak 
darimanapun. Karena Penghulu adalahorang yang ditugaskan  untuk  melakukan 
Pembinaan Keluarga Sakinah supaya masyarakat lebih mengetahui dampak 
negatif dari perceraian tersebut.  
Implikasinya: (1). Penghulu harus lebih bertanggung jawab terhadap tugas 
dan fungsi Penghulu. Ia harus terus berupaya dan berusaha meminimalisir pelaku 
Perceraian yang terjadi di sebagian masyarakat Mamajang.dan terus melakukan 
langkah-langkah yang baik agar masyarakat Mamanjang lebih mengetahui 
dampak negatif akibat Perceraian. (2). Upaya yang dilakukan Penghulu jangan 
sampai  tidak  terlaksana  dan  tidak berjalan dengan baik sehingga masih banyak 
orang yang bercerai. Dengan adanya upaya-upaya itu, masyarakat lebih  
mempertahankan   lagi kerukunan dalam berumah tangga. Disarankan juga kepada 
masyarakat agar lebih memperhatikan dampak Perceraian yang akan ditimbulkan. 
Masyarakat harus lebih memikirkan masa depan keluarga yang sudah dibentuk 








A. Latar Belakang Masalah  
Salah satu bentuk kebesaran Allah swt bagi manusia ciptaannya adalah 
diciptakannya manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan saling 
berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk membentuk 
keturunan sekaligus beribadah kepada Allah dengan cara melakukan perkawinan 
sesuai dengan ajaran agama. Wadah yang dimaksud disini adalah sebuah lembaga 
yaitu perkawinan. 
Lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang mempunyai 
kedudukan terhormat dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan khusus yang berkaitan dengan 
perkawinan yaitu , Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 




Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 yang telah dipaparkan, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi  
yang tidak mengurangi arti definisi undang-undang tersebut, namun memberi 
penjelasan dengan rumusan sebagai berikut :  
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Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 
akad yang sangat kuat atau mittsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 
Di dalam ayat Al-Qur‟an menerangkan bahwa manusia itu diciptakan 
berasal dari satu jenis, satu jiwa dan dari dirinya itu lahir pula seorang 
pasangannya dari jenis wanita untuk teman hidupnya untuk melahirkan 
keturunannya yang akan berkembang biak kelak.
3
 
Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang 
maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Ini 
merupakan sunnatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat manusia, 
berkembangbiaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam 
semesta. Hukum alam semacam ini dijelaskan dalam firman Allah SWT.
4
 
Pada dasarnya semua orang yang telah terikat dalam perkawinan 
menginginkan bahtera rumah tangganya berjalan dengan sempurna hingga maut 
yang memisahkan. Perkawinan merupakan sebuah perikatan antara suami isteri 
yang didalamnya dimungkinkan terdapat adanya perjanjian diluar substansi utama 
perkawinan.  Perjanjian ini adalah muncul dari kehendak para pihak yang terikat 




Kemudian dari perkawinan muncul pula hubungan orang tua dengan anak-
anaknya. Serta timbul hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena 
itu, perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat besar, baik dalam hubungan 
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kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat serta 
bernegara pada umumnya. Karena bila dilihat dari segi sosial suatu perkawinan, 
dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum, bahwa orang 
yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih 
dihargaidari mereka yang tidak kawin.
6
 Maka hendaklah segenap bangsa 
Indonesia mengetahui seluk-beluk berbagai peraturan hukum perkawinan, agar 




Maksud Perkawinan ialah abadi, bukan buat sementara waktu, kemudian 
diputuskan. Karena dengan demikianlah dapat mendirikan rumah tangga yang 
damai dan teratur, serta memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat. Dengan 
perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak, dan nenek 
moyangnya, mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan 
mereka jelas, dan masyarakatpun menemukan kedamaian, karena tidak ada dari 
anggota mereka mencurigakan nasabnya.
8
 
Tetapi kadang-kadang kedua suami istri gagal dalam usahanya mendirikan 
rumah tangga yang damai dan teratur, lantaran keduanya berlainan tabi‟at dan 
kemauan, berlain tujuan hidup dan cita-cita, sehingga hampir selalu terjadi 
pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Meskipun keduanya telah 
berusaha dengan segala daya-upaya, supaya keduanya dapat hidup dengan damai 
dan tenteram, tetapi tidak berhasil juga. Sebab itu tidak ada obat yang terakhir 
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selain daripada perceraian, supaya keduanya jangan hidup dalam satu rumah yang 
penuh api pertengkaran, permusuhan dan penderitaaan.
9
 
Keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu 
tujuanyang digariskan Islam. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk 
selamanya dan langgeng hingga meninggal dunia, agar suami isteri bisa hidup 
bersama-sama dalam mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, 




Dalam hidup berumah tangga, setiap pasangan suami istri pasti ada saja 
permasalahan yang timbul, sebagai manusia pada hakikatnya untuk mencari solusi 
yang lebih baik agar tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak 
diinginkan , Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh 
hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan 
berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu, upaya memulihkan 
kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan.  
Suami-isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil 
keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. 
Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, 
Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan isterinya, 
Rasulullah selalu menunjukan rasa tidak senangnya seraya berkata ; Abgadul 
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Perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
1Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 disebutkan: 
1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. 
2. Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami 
istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. 




Dengan demikian, berbeda halnya dengan sebagian masyarakat 
Kecamatan Mamajang, Makassar Kota, masyarakatnya masih banyak yang 
melakukan perceraian tanpa melihat dampak yang akan terjadi serta akan 
ditimbulkan oleh sebuah perceraian tersebut.  Hal ini merupakan masalah dalam 
masyarakat yang perlu dipecahkan. 
Untuk mengurangi lebih banyak lagi terjadinya perceraian, maka dalam 
hal ini penghulu atau pejabat KUA yang mempunyai fungsi sebagai orang yang 
ditunjuk oleh Negara untuk melangsungkan perkawinan, harus cermat dan 
tanggap serta teliti terlebih dahulu terhadap mereka yang akan melangsungkan 
perkawinan, terutama sekali dengan tujuan-tujuan mereka menikah, dengan 
demikian besar harapan kemungkinan terjadinya perceraian dapat dihindari. 
Upaya yang dilakukan oleh penghulu haruslah benar-benar memberikan dampak 
positif dan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa perceraian 
membawa resiko yang sangat besar. 
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Di lihat dari latar belakang yang ada, penulis akan mencoba mengungkap 
masalah tersebut dan mudah-mudahan dapat mengatasi permasalahan perceraian. 
Sebab perceraian menimbulkan banyak dampak terhadap lingkungan sekitar. 
Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengenai hal ini 
dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “UPAYA PENGHULU 
DALAM MENGURANGI PERCERAIAN” (Studi Kasus di Kec.Mamajang Kota 
Makassar). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Berdasarkan  latar belakang terdahulu maka ada beberapa hal yang 
menjadi fokus penelitian ini representatif dan gambaran umum yang akan di 
jelaskan, sebagai upaya untuk menghidari kekeliriuan penafsiran pembaca 
terhadap variabel-variabel, atau kata-kata dan istilah-istilah dalam penulisan ini, 
diantaranya ialah tugas dan fungsi Penghulu tidak  hanya mencatatkan pernikahan, 
tetapi dalam pasal 24 Peraturan Menteri NomorPER/62/M.PAN/6/2005 tentang 
jabatan  fungsional   penghulu adalah sebagai Pembina keluarga sakinah, tetapi  
pada kenyataannya tugas itu tidak dilaksanakan sehingga berpengaruh pada  
perceraian, Oleh karena itu di butuhkan peran para Penghulu untuk menjalankan 
tugas dan fungsional sesuai Peraturan yang di tetapkan Mentri.  
Untuk mengurangi lebih banyak lagi terjadinya perceraian, maka dalam 
hal ini penghulu atau pejabat KUA yang mempunyai fungsi sebagai orang yang 
ditunjuk oleh Negara untuk melangsungkan perkawinan, harus cermat dan 
tanggap serta teliti terlebih dahulu terhadap mereka yang akan melangsungkan 
perkawinan, terutama sekali dengan tujuan-tujuan mereka menikah, dengan 
demikian besar harapan kemungkinan terjadinya perceraian dapat dihindari. 
Upaya yang dilakukan oleh penghulu haruslah benar-benar memberikan dampak 





membawa resiko yang sangat besar, Khusunya dalam meminimalisir perkara 
perceraian di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 
C. Rumusan Masalah 
Di dalam Penulisan skripsi ini , Penulis mencoba meneliti mengenai 
“Upaya Penghulu Dalam Mmegurangi Percerain di Kecamatan Mamajang, 
Makassar”. Olehnya itu Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tugas pokok penghulu di Kecamatan Mamajang, Kota 
Makassar ? 
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah yang di lakukan oleh 
penghulu dalam mengurangi percerian ? 
D.  Kajian Pustaka 
Kajian pustka merupakan bagian dimana calon penulis harus 
mendiskripsikan hasil bacanya yang eksentif terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan deng pokok masalah yang akan dia teliti. Ini dimaksudkan agar calon 
peneliti mampu menidentifikasi kemungkinan signifikansi dan konribusi 
akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertetu  kajian 
pustaka dalam penelitian ini adalah sebgai berikut: 
1. Nur Alimahmudrikah Rusydi dalam skripsinya yang berjudul „‟Penerapan 
Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi  Perceraian di Kecamatan 
Bontoa Kabupaen Maros‟‟ Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar  Jurusan Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
2017. Dalam skripsinya menjelaskan tenatang metode dan efektifitas 
kursus calon pengantin dalam menanggulangi kasus Percraian sedangkan 
dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana upaya dan pendapat Penghulu 






2. Hamzah Hasan Khaeriyah, Membangun Keluarga Sakinah,2005 mebahas 
tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun keluarga 
sakinah sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang upaya Penghulu 
dalam mengurangi kasus perceraian di Kecamatan Mamajang. 
3. M. Zamroni, dalam skripsinya yang berjudul „‟Kedudukan Penghulu 
Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan “Studi Kasus di Kecamatan 
Gebok, Kabupaten Kudus”( Fakultas Syari‟ah dan Ilmu Hukum UNISNU 
Jepara Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah) 2015. Dalam skripsinya 
menjelaskan  tentang Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam 
perkawinan sedangkan dalam skripsi ini menjelakan tentang Penghulu tapi 
lebih kepada upaya dalam mengurangi perceraian di Kecamatan 
mamajang. 
E. Tujuan Dan Kegunaan 
Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah Tujuan dan 
kegunaan dari penilitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui tugas pokok Penghulu di Kecamatan  Mamajang, Kota 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya penghulu dalam meminimalisir perceraian. 
3. Karya ilmiah dalam bentuk skripsi, yang merupakan salah satu persyaratan  
mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H)  yang telah  ditentukan oleh 
Universitas Islam Negeri  (UIN) Alauddin Makassar, bagi mahasiswa dan 
mahasiswi  yang akan menyelesaikan  studinya  di Fakultas  Syariah  dan  
Hukum harapnya dapat memberikan sumbangsinya terhadap Kecamatan 
Mamajang cara mensosialisasikan ke  masyarakat  tersebut  dalam  bentuk  








A. Pengertian Penghulu 
Dalam adat Minangkabau, komunitas adat tertumpu pada suku (klan). 
Suku atau kaum merupakan gabungan keluarga yang berasal dari nenek yang 
sama  dari  pihak ibu. Suku dipimpin oleh seorang penghulu suku yang bergelar 
datuk. Biasanya dalam suatu nagari (setingkat desa sekarang) berdiam dua atau 
lebih suku. Kepemimpinan nagari dipegang secara kolektif diantara penghulu 
suku, dimana salah seorangnya ditunjuk sebagai penghulu “andiko” (berasal dari 
kata sangsekerta “andhika” artinya utama).
13
 
Penghulu merupakan bentuk kepemimpinan masyarakat di Indonesia. Kata 
penghulu berasal dari kata hulu yang diberikan awal pe. Kata hulu merujuk pada 
sumber atau awal sebagaimana kata hulu sungai. Sementara awalan pe-merupakan 




Kata penghulu memiliki beragam makna dalam masyarakat di Indonesia. 
Bagi masyarakat Minang kata penghulu identik dengan kepala suku yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur kemenakan dan harta pusaka. Tapi di 
beberapa tempat kata penghulu bisa memiliki makna yang jauh berbeda. Dalam 
masyarakat melayu lainnya, kata penghulu biasanya merujuk pada ketua 
kampung.  Dulu kepala kampung tunduk langsung berada di bawah sultan. 
Berbeda dengan penghulu di Minang yang relatif independen dari pengaruh Raja 
di Pagaruyung. Makna yang jauh berbeda ditemui di Jawa, penghulu identik 
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dengan orang atau pejabat yang berwenang melakukan akad nikah. Di daerah lain 
biasanya menggunakan kata qadi (hakim) untuk jabatan tersebut.  
Ketika zaman colonial Belanda, istilah penghulu juga digunakan untuk 
menyebut pemimpin “gerombolan” melayu. Biasanya dalam setiap pertempuran 
pasukan Belanda membawa serta gerombolan melayu yang bertugas untuk 
melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkut perlengkapan atau logistic  
prajurit. Kata penghulu juga digunakan untuk menyebut mandor pekerja rodi. 
Bahkan digunakan untuk menyebut petugas yang menangani komoditas tertentu 
seperti kopi. Pada zaman Belanda ini, istilah penghulu lebih bernada negative 
karena merujuk sebagai pejabat atau orang-orang yang diangkat oleh Belanda.
15
 
Penghulu dalam Bahasa Melayu Kuno sama dengan pa`hulu, dalam 
Bahasa Minang sama dengan panghulu, yang secara maknanya orang yang disebut 
dengan penghulu berkedudukan setara dengan raja atau sama dengan datuk. 
Setelah masuknya pengaruh Islam, sebutan penghulu juga digunakan untuk 
seseorang yang bertugas atau berwenang dalam legalitas suatu pernikahan dalam 
agama Islam atau Penghulu Nikah, sebutan lainnya Tuan Kadhi.
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PMA No. 30 Tahun 2005, Penghulu adalah pegawai negeri sipil Sebagai 
pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara 
penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk 
menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
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Permen PAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005, dalam SKB Menag RI dan 
Kepala BKN Nomor 20 dan 14A Tahun 2005, Penghulu adalah PNS sebagai PPN 
yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menag 
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atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 




PMA 11 Tahun 2007, Penghulu adalah pejabat fungsional PNS yang 
diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan 
nikah/rujuk  menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
19
 
Perpres RI Nomor 73 Tahun 2007, Penghulu adalah Pegawai Pencatat 
Perkawinan.
20
 sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Jabatan Penghulu PNS yang diangkat dalam jabatan Penghulu tidak 
dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun 
jabatan struktural. Penghulu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. 
B. Tugas Pokok Penghulu 
Tugas Pokok Penghulu berdasarkan pasal 24 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang jabatan 
Fungsional Penghulu dan angka kreditnya Bab II Passal 4, Tugas Pokok penghulu 
adalah melakukan perencanaan kegiatan Kepenghuluan, pengawasan pencatatan 
nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi 
nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa 
hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta 




                                                             
18
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.62 Tahun 2005. 
19
Pengaturan Menteri Agama.No.11 Tahun 2007. 
20
Peraturan presiden RI No.73 Tahun 2007. 
21






Sedangkan tugas pokok penghulu menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 
meliputi: 
1. Pasal 3 ayat (1): PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(l) dapat 
melaksanakan tugasnya dapat diawali oleh Penghulu atau Pembantu PPN;  
2. Pasal 4: Pelaksnaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagimana di 
atur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh 
PPN.
22
 Propesi penghulu yang ternyata turut memberikan andil dalam 
pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan, dalam struktur terbarunya, 
penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas sektoral dengan 




C. Jabatan Penghulu dan Kegiatannya 
Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi 
tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk 
menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan pada KUA Kecamatan bersama 
dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) . Tugas pelayanan nikah sebelum terbitnya 
regulasi tentang jabatan fungsional penghulu dilaksanakan oleh PPN dibantu oleh 
wakil PPN. PPN dijabat oleh Kepala KUA yang merupakan pejabat struktural dan 
Wakil PPN adalah staf yang mendapatkan SK untuk melaksanakan tugas 
pengawasan nikah/rujuk berdasarkan agama Islam, wakil PPN bukan merupakan 
jabatan fungsional. 2. Pasal 4: Pelaksnaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN 
sebagimana di atur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang 
diberikan oleh PPN. Propesi penghulu yang ternyata turut memberikan andil 
dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan, dalam struktur terbarunya, 
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penghulu juga ditekankan untuk menjalin hubungan lintas sektoral dengan aparat 
dan masyarakat dalam bidang-bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi 
kepenghuluan. 
Dalam rangka meningkatkan status pejabat pelaksnaan pencatatan nikah, 
berdasarkan KEP/42M.PAN/4/2004 semua kepala KUA wakil PPN diinpasing 
dalam kejabatan fungsional penghulu, dengan kategori penghulu ula, penghulu 
wustha dan penghulu ulya. 
Terbitnya peraturan Menpan nomor : PER/62/M.PAN/6/2005 merubah 




1. Penghulu Pertama 
Penghulu pertama adalah jabatan penghulu yang paling rendah , karena 
dari itu tugas-tugasnya pun masih merupakan tugas yang mendasar dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa bidang sebagai berikut : 
a. Pendidikan meliputi pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; 
pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional kepenghuluan dan 
memperoleh  surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP), 
pendidikan  dan  pelatihan  prajabatan  dan  memperoleh  sertifikat. 
b. Pelayanan dan konsultasi Nikah/Rujuk, meliputi perencanaan kegiatan 
kepenghuluan ; pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pemantauan 
pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, Pelayanan fatwa hukum 
munakahat dan bimbingan muamalah; Pembinaan keluarga sakinah 
pemantauan dan evaluasi kegiatan penghulu. 
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c. Pengembangan Kepenghuluan, meliputi: Pengkajian masalah hukum 
munakahat (bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah), 
Pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan 
nikah/rujuk, Pengembangan perangkat dan standar pelayanan 
nikah/rujuk, Penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat, dan 
Kordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.  
d. Pengembangan Profesi, meliputi: Penyusunan karya tulis/karya ilmiah 
di bidang kepenghuluan dan hukum Islam, Penerjemahan/penyaluran 
buku dan karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam, 
Penyusunan pedoman/petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam, 
dan Pelayanan konsultasi kepenghuluan dan hukum Islam. 
e. Penunjang Tugas Penghulu, meliputi: Pembelajaran dan atau pelatihan 
di bidang kepenghuluan dan hukum Islam, Keikutsertaan dalam 
seminar, lokakarya atau konferensi, Keanggotaan dalam organisasi 
profesi Penghulu, Keanggotaan dalam tim jabatan fungsional 
Penghulu, Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, 
Keanggotaan dalam delegasi misi keagamaan, Perolehan 
penghargaan/tanda jasa, Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
25
 
2. Penghulu Muda 
Penghulu muda merupakan jabatan menengah daripada jabatan 
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Disamping 20 kegiatan dari penghulu pertama, kegiatan penghulu 
muda ditambah dengan meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah 
dan saksi nikah di balai nikah maupun di luar balai nikah, meneliti data 
pasangan rujuk dan saksi, melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak 
nikah / rujuk dan menyampaikannya, menganalisis kebutuhan konseling / 
penasihatan calon pengantin.  
Dalam hal konseling atau tugasnya dalam melakukan pembinaan 
perkawinan, penghulu muda memiliki beberapa tugas yaitu menyusun materi 
dan desain konseling/penasihatan calon pengantin, mengarahkan/ memberikan 
materi konseling/penasihatan calon pengantin, mengevaluasi rangkaian 
kegiatan konseling/penasihatan calon pengantin, mengidentifikasi dan 
menverifikasi dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan 
nikah/rujuk, menyusun monografi kasus, menyusun jadwal 
konseling/penasihatan nikah/rujuk, mengidentifikasi permasalahan hukum 
munakahat, menyusun materi bimbingan muamalah, membentuk kader 
pembimbing muamalah, mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II dan 
sakinah III, menyusun materi pembinaan keluarga sakinah, menyusun materi 
bahtsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyyah, melakukan uji coba hasil 
pengembangan metode penasihatan/konseling dan pelaksanaan serta 
pengembangan perangkat dan standar pelaayanan nikah/rujuk.
27
 
3. Penghulu Madya 
Penghulu madya merupakan jabatan fungsional penghulu yang paling 
tinggi tingkatannya apabila dibandingkan dengan jabatan penghulu pertama 
dan penghulu muda. Tugas penghulu madya tidak lagi sekedar tugas – tugas 
dasar seperti yang dimiliki oleh penghulu pertama. Bagi Penghulu Madya 
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terdapat 32 kegiatan yang merupakan tugas pokok dari penghulu madya. 
Tugasnya disamping kegiatan yang telah disebutka dalam tugas Penghulu 
Muda, ditambah dengan kegiatan menganalisis kasus dan problematika rumah 
tangga, mengidentifikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan , 
mengamankan dokumen nikah/rujuk, melakukan telaahan dan pemecahan 
masalah pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, melaporkan kepada pihak yang 
berwenang, menganalisis dan menetapkan fatwa hukum.
28
 
Selain itu, penghulu madya juga bertugas untuk melakukan tugas dan 
identiikasi dan analisis yang meliputi mengidentifikasi kondisi keluarga 
sakinah III plus, menganalisis bahan/data pembinaan keluarga sakinah. 
Seorang penghulu madya juga melakukan beberapa tugas yang berkaitan 
dengan pengembangan sistim baik dalam konseling, pelayanan maupun 
pengambangan hukum perkawinan.  
Diantaranya adalah seperti mengembangkan metode 
penasihatan/konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk, merekomendasikan hasil 
pengembangan metode penasihatan/konseling pelaksanaan nikah/rujuk, 
mengembangkan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk, 
merekomendasikan hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan 
nikah/rujuk, mengembangkan sistim pelayanan nikah rujuk, mengembangkan 
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D. Kompetensi Penghulu 
Untuk mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang diuraikan diatas 
maka seorang Penghulu sebagai suatu jabatan Fungsional harus memiliki 
kompetensi sebagai berikut:  
1. Unsur Utama  
Unsur utama terdiri dari: pendidikan, pelayanan dan konsultasi 
nikah/rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan pengembangan profesi 
Penghulu. Unsur ini meliputi poin-poin penting daripada kemampuan dasar 
yang harus dimiliki oleh seorang penghulu.  
2. Unsur Penunjang  
Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas 
Penghulu. Berdasarkan pasal 6 angka 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 penunjang tugas Penghulu 
meliputi:  
a. Pembelajaran dan atau pelatihan dibidang kepenghuluan dan hukum 
Islam;  
b. Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya, atau konferensi;  
c. Keanggotaan dalam organisasi profesi penghulu;  
d. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penghulu; 
e. Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat;  
f. Keanggotaan dalam delegasi misi keagamaan;  
g. Perolehan penghargaan/tanda jasa, dan  








E. Pengertian dan Dasar Hukum perceraian 
1. Pengertian Perceraian  
Perceraian dalam bahasa Arab adalah thalaq, yang mengandung arti 
melepas atau membuka simpul. Menurut istilah fiqh, thalaq disebut pula 
hkulu‟, makna aslinya menanggalkan atau membuka sesuatu jika yang minta 
cerai itu pihak istri. Walaupun perceraian itu diperbolehkan, tetapi menurut 
Quran suci dan Hadits terang sekali bahwa hak itu baru boleh dilakukan dalam 
keadaan luar biasa. 
Al-Quran memberi bermacam-macam usaha guna menghindari 
perceraian. Atas dasar ajaran Quran semacam itulah Muhammad SAW 
menyebut perceraian sebagai barang halal yang paling tidak disukai oleh 
Allah. 
Kesan umum seakan-akan orang Islam boleh menceraikan istrinya 
dengan sewenang-wenang, ini hanya memutar balikkan undang-undang Islam 
yang terang-benderang tentang perceraian.  
Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau 
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
30
 Perkawinan sebagai ikatan 
lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan 




Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan 
disebut “cerai gugat”. Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh seseoarang 
oleh suami kepada  istrerinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut 
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agama Islam (pasal 14 PP No.9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat 
dilakukan didepan sidang pengadilan   dan oleh sorang suami atau oleh 
seoarang isteri yang melangsukan perkawinan menurut agamanya dan selain 
kepercayaan itu agama Islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP. No.9/1975) . 
Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan 
(Pasal 39 ayat (1) PP.No.9). 
Gugatan prviosional (Pasal 77 dan 78 UU No.7/89), sebelum putusan 
akhir dijatuhkan hakim, dapat juga diajukan gugatan provisional di Pengadilan 
Agama untuk maalah yang perlu kepastian segera, Misalnya: 
a. meberikan ijin kepada isteri untuk tinggal terpisah dengan suami 
b. Ijin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang timbul jika suami-
isteri yang bertikai tinggal serumah  
c. Menentukan biaya hidup /nafkah bagi isteri dan anak-anak yang 
seharusnya diberikan kepada suami. 
d. Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin 
pemeliharaan dan pendidikan anak.  
e. Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang 
yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang 
merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan 
dahulu.  
Asas perceraian yang diuraikan di dalam Al-Qur‟an, yang besar 
kecilnya mencakup segala macam sebab, adalah keputusan suami-isteri untuk 
memutus ikatan perkawinan karena mereka tidak sanggup lagi hidup bersama 







Sebenarnya, perkawinan itu tiada lain hanyalah suatu perjanjian untuk 
hidup bersama sebagai suami-isteri, dan apabila masing-masing pihak tidak 
setuju dan tidak cocok lagi untuk hidup bersama, maka perceraian tidak dapat 
ditunda lagi.  
Ini bukanlah berarti setiap percekcokkan diantara mereka akan 
mengakibatkan perceraian, hanya tidak adanya kesanggupan untuk hidup 




2. Dasar Hukum perceraian 
a. Al-qur'an  
Q.S. Al-Baqarah /2:231 
ۚ  َكاَل ّ  نَّ ِبَۡعُركٍؼ َأۡك َسّرُِحوُىنَّ ِبَۡعُركؼ﴿َكِإَذا طَلَّۡقُتُم ٱلنَِّسآَء فَػبَػَلۡغَن َأَجَلُهنَّ َفَأۡمِسُكوىُ 
ِسُكوُىنَّ ِضَرار
ِلَك فَػَقۡد ظََلَم نَػۡفَسُوۥ  َكاَل تَػتَِّخُذٓكْا َءايََِٰت ٱَّللَِّ ُىُزكّ  ُُتۡ  َكَمن يَػۡفَعۡل ذََٰ
 
ا  ّ  ا لِّتَػۡعَتُدكْا
َ َكٱذُۡكُركْا نِۡعَمَت ٱَّللَِّ َعَلۡيُكۡم َكَمٓا أَنَزَؿ َعَلۡيُكم مِّ  َن ٱۡلِكتََِٰب َكٱۡۡلِۡكَمِة يَِعُظُكم ِبِوۦ  َكٱتػَُّقوْا ٱَّللَّ
 ﴾ ّ  َكٱۡعَلُمٓواْ َأفَّ ٱَّللََّ ِبُكلِّ َشۡيٍء َعِليم
Terjemahnya: 
"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai 
(akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau 
ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah 
kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. 
Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi 
dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah 
sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa 
yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) 
dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan 
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Baqarah/ 2:231).
33 
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Q.S. Al-Baqarah/ 2:232 
نَػُهم ﴿َكِإَذا طَلَّۡقُتُم ٱلنَِّسآَء فَػبػََلۡغَن َأَجَلُهنَّ َفََل تَػۡعُضُلوُىنَّ َأف يَنِكۡحَن َأۡزكَََٰجُهنَّ ِإَذا تَػرَََٰضۡوْا بػَ 
يػۡ
ِلَك يُوَعُظ ِبِوۦ َمن َكاَف ِمنُكۡم يُػۡؤمِ  ِلُكۡم َأزَۡكىَٰ َلُكۡم َكَأۡطَهُر  ِبٱۡلَمۡعُركؼِِۗ ذََٰ ُن بِٱَّللَِّ َكٱۡليَػۡوـِ ٱۡۡلِٓخرِِۗ ذََٰ
ُ يَػۡعَلُم َكأَنُتۡم اَل تَػۡعَلُموَف ﴾  َكٱَّللَّ
Terjemahnya: 
"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai 
idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan 
calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka 
dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-
orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. 
Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, 
sedangkan kamu tidak mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah /2:232)
34 
 Q.S. At-Talaq/ 65: 1 
 َكٱتػَُّقوْا ٱَّللََّ 




ُرۡجَن ِإالَّٓ َأف ََي رُِجوُىنَّ ِمۢن بُػُيوِِتِنَّ َكاَل َِيۡ ِ  َكَمن ۚ  َكتِۡلَك ُحدُ ّ  مُّبَػيَِّنة ّ  ُُتۡ كُد ٱَّللَّ
ِلَك أَۡمر ِدُث بَػۡعَد ذََٰ  ا ﴾ّ  يَػتَػَعدَّ ُحُدكَد ٱَّللَِّ فَػَقۡد ظََلَم نَػۡفَسُوۥ  اَل َتۡدرِي َلَعلَّ ٱَّللََّ ُُيۡ
Terjemahnya: 
"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, 
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu 
keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar 
kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah 
hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum 
Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 
sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah 
mengadakan suatu ketentuan yang baru."(Q.S. At-Talaq/65: 1).
35
 
Jika sebuah rumah tangga yang didalamnya terjadi percekcokan yang 
berkepanjangan, maka dalam diri suami/istri terdapat dua hal yang 
bertentangan. Pertama, bahaya cekcok yang berkepanjangan dalam rumah 
tangga, ini jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu dalam rangka 
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mencapai sakinah (ketenteraman), dan kedua, bahaya perceraian yang juga 
bertentangan dengan tujuan perkawinan. Dalam kondisi yang demikian, jika 
bahaya percaraian lebih ringan di bandingkan dengan cekcok yang 
berkepanjangan, maka seseorang dibolehkan bercerai demi menghindar dari 
bahaya yang lebih besar.Sebaliknya, jika menurut pertimbangan bahwa 
bahaya perceraian lebih besar daripada cekcok rumah tangga karena masih 
dapat didamaikan, maka perceraian tidak boleh dilakukan. 
Dengan demikian syariat sebenarnya bertujuan untuk memperkecil 
jumlah perceraian. Jika hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan perceraian 
yang terjadi di Indonesia khususnya bagi umat Islam perceraian hanya dapat 
dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan Agama 
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka 
hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena jika dilihat dari esensi 
aturan ini, bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, serta mencegah 
kesewenang-wenangan kaum laki-laki dalam hal Perceraian.
36
 
3. Syarat-syarat Perceraian 
Syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 Undang-undang 
perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu:
37
   
a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak;  
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;  
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c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersendiri.  
Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Sipil di 
tempat perkawinan itu telah dilangsungkan. Mengenai perkawinan yang 
dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai 
Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal 
putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh 
undang-undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang 
berarti, menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung.  
4. Macam-macam Perceraian 
Menurut hukum Islam di Indonesia talak atau cerai itu dapat dibagi 
menjadim beberapa macam tergantung sudut pandang apa kita mengupasnya. 
Talak ditinjau dari saat menjatuhkannya antara lain:
38
 
1) Talak sunah, yaitu talak yang disetujui oleh Rosul ada 2 (dua) macam 
bentuknya: 
a. Bentuk akhsan bentuk yang disetujui yaitu talak yang diucapkan 
satu kali dan perempuan (istri) tersebut belum disetubui waktu suci 
dari haid. 
b. Bentuk akhsan yang kedua juga disetujui Rosul, talak yang 
diucapkan berturut turut tiga kali masing-masing diucapkan pada 
waktu yang berlain-lainan si perempuan dalam keadaan suci dari 
haid belum disetubui dalam tiap-tiap waktu suci itu. Dua kali 
dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat 
dirujuk lagi. 
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2) Talak bid‟ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui 
Rosul, terbagi dalam 2 (dua) bentuk pula yaitu: 
a. Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat 
b. Talak satu kali dengan pernyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu 
talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak. 
Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali 
dijatuhkan yaitu: 
1) Talak raj‟i yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk. 
Arti rujuk adalah kembali, artinya kembali sebagai istri dengan tidak 
melalui proses perkawinan lagi, tetapi dengan cara yang sederhana. 
Termasuk dalam talak raj‟i ialah: 
a. Talak itu berupa talak satu atau talak dua, tetapi tidak memakai 
suatu pembayaran (iwadh) dan mereka telah setubuh. 
b. Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim 
Pengadilan Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah 
tidak akan mencampuri istrinya. 
c. Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh 
Pengadilan Agama berdasarkan persamaan pendapat dua Hakim 
karena proses syiqoq dari suami istri tetapi tidak pakai iwadh. 
2) Talak bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh 
rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami 
istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses 
perkawinan kembali, yang terdiri dari:\ 






b. Talak satu atau dua tidak pakai iwadh, tetapi suami istri belum 
campur (setubuh). 
3) Talak bain besar (bain kubra) yaitu: 
a. Talak yang dijatuhkan ketiga kalinya di mana suami istri tidak 
dapat rujuk dan kawin lagi di antara mereka, sebelum si istri 
dikawini lebih dahulu oleh orang lain. 
b. Perceraian karena li‟an (tuduhan berzina) antara bekas suami istri 
tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya. 
KUHAP Pasal 35 ada suatu ketentuan bahwa sesudah dua kali 
perceraian antara suami istri tidak boleh kawin lagi di antara mereka. 
Jadi perceraian yang dapat kawin lagi yaitu apabila cerai pertama kali. 
Sesudah perceraian kedua tidak ada jalan lagi bagi bekas suami istri itu untuk 
kawin lagi, walaupun dengan perantaraan muhallil (si istri sudah kawin lagi 
dengan orang lain kemudian cerai). 
Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila suami istri 
yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk 
kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan 
lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari 
yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
5. Tata Cara Perceraian menurut Undang-Undang 
Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan 
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).
39
 
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain 
diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Tahun 1975 dalam Pasal 14 
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sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai 
talak, perceraian dan dalam PP No. 9 dapat terjadi atas dasar cara-cara 
tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam 
akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat 
tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan 
istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar 
diadakan sidang untuk keperluan itu.
40
 
Adapun tata cara perceraian dapat dibedakan ke dalam 2 macam: 
a. Cerai Talak (Permohonan) Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:
41
 
(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan 
istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk 
mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.  
Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan 
beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.
42
 
“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut 
agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat 
kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan 
bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-
alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang 
untuk keperluan itu”. 
Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat 
mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal pemohon. 
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Sementara Undang-undang Peradilan Agama, mengubah (atau 
mempengaruhinya) bahwa tempat mengajukan permohonan adalah 
pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau 
dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri.
43
 Selengkapnya, 
masalah tempat pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 
66 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUPA menjelaskan : 
44
 
(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan 
kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman permohon, kecuali apabila permohon dengan sengaja 
meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin 
pemohon 
(3) Dalam hal temohon bertempat kediaman diluar negeri, 
permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman permohon. 
(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar 
negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau 
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan 
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan 
permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. 
Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus 
mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI No. 3 
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Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk 
memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.
45
 
Setelah itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya kumulasi 
obyektif atau gabungan tuntutan.Ini dimaksudkan agar dalam mencari 
keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus 
tuntas semua. Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 UUPA 
menyatakan: 




a. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan 
termohon yaitu istri. 
b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. 
Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat megabulkan atau 
menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta 
upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI).  
Tampaknya pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi 
relatif-wewenang kewilayahan-belum  menjangkau  pada  materi  permohonan 
itu sendiri. 
Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 
UUPA menyebutkan: 
1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat 
permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan. 
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2) Pemeriksaan  permohonan  cerai  talak dilakukan  dalam   sidang 
tertutup. 
Dalam rumusan pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan:
47
 
“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud 
pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan 
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian”. 
Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum 
persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinan 
untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini, tidak 
bisa diselesaikan dalam sekali persidangan.  
Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci 
dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975:
48
 
1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak 
mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka 
pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. 
2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri 
dapat mengajukan banding. 
3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, 
pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan 
memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang 
tersebut. 
4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam 
suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh 
istri atau kuasanya. 
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5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak 
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami 
atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau 
wakilnya. 
6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari 
sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau 
tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara 
sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan 
perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. 




“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan 
perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat 
surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.Surat 
keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat 
perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”. 
Isi Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut kemudian diperinci 
dalam Pasal 131 ayat (5) KHI: 
“Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat 
penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan 
bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat 
ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi 
tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan 
ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat 
disimpan oleh Pengadilan Agama”. 
Selanjutnya dalam Pasal 71 UUPA menjelaskan:
50
 
(6) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar 
talak. 
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(7) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa 
perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut 
tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. 
b. Cerai Gugat 
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan 
Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali 
istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal 
tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama 




Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan 
penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya 
yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut 
untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77). Begitu pula selama 
berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (istri), 
Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau 
menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan 
anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya 
barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak 
istri (pasal 78). Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 79 gugatan perceraian 
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Sebagaimana dalam hal cerai talak, maka dalam hal cerai gugatanpun 
Pengadilan wajib berusaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang 
berperkara itu. Usaha ini tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana 
lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara 
itu belum diputus oleh Hakim. Apabila usaha itu tidak membawa hasil, maka 
gugatan perceraian, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi diperiksa 
dalam sidang tertutup. 
Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan 
perceraian baru berdasarkan alasan yang sama atau alasan yang telah diketahui 
pada waktu dicapainya perdamaian. 
Meskipun pemeriksaan terhadap gugatan perceraian dilakukan dalam 
sidang tertutup, namun putusan mengenai hal itu diucapkan dalam sidang 
terbuka. Panitera pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan putusan itu, 
tanpa bermeterai, yang tela mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah 
dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perceraian itu 
terjadi dan atau kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilangsungkan untuk 
dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Hal ini sebagai 
imbalan dari Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mengirimkan satu helai 
Akta Perkawinan kepada Pengadilan. Dengan demikian, baik di Pengadilan 
maupun pada pegawai Pencatat Perkawinan terdapat catatan perkawinan dan 
perceraia.
53
 Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri maka satu helai 
salinan putusan sebagaimana dimaksud disampaikan pula kepada Pegawai 
Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. 
Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada 
para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang 
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memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. 
Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam 
ketentuan di atas tadi, menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan 
atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk apabila yang demikian itu 
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.   
Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta 
bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian 
ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
Tetapi jika ada tuntutan pihak ketiga maka Pengadilan menunda terlebih 
dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang 
tetap tentang hal itu. 
Demikian pemeriksaan dan putusan dalam peradilan cerai gugat dan di 
antaranya yang menarik adalah sistem Hakim dalam penyelesaian syiqaq, 
yang mirip dengan kedudukan mediator (penengah) dalam sistem peradilan 
adat. Hal seperti ini di dalam praktek peradilan umum dapat dikatakan tidak 




6. Sebab dan Akibat Perceraian  
a. Sebab Perceraian  
Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spiritual dan material. 
Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip 
mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus 
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Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1997 
menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut : 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya.  
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 
yang membahayakan  pihak  yang  lain.  
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.  
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga.  
Dari alasan-alasan yang ditentukan pasal 19 ini dapat dipahami 
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b. Akibat dari Perceraian  
Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang 
kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di 
dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa bila 
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing.
57
 Menurut pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta 
bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan 
berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-
masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai 
hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena 
itu pasal 36 menetukan bahwa harta bersama suami atau isteri dapat 
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta 
bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, 
suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 
hukum mengenai harta bendanya. 
Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta 
bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak 
dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus 
mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. 
Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena 
perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud 
dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 ini ialah 
hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud 
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dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama 
dengan pasal 37 Sementara itu, akibat dari perceraian terhadap anak yang 
masih di bawah umur juga menyangkut masalah perwalian.  
Masalah perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan 
bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orang tua, terhadap anak-
anak dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai 
perwalian ini terdapat ketentuan-ketentuan seperti berikut :  
(1) Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan di dalam hal perceraian ia 
harus memanggil bekas suami istri dan semua keluarga sedarah dan 
semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar 
tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan 
untuk tiap anak siapa dari antara dua orang tua itu yang harus 
menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang 
tua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri.  
(2) Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi 
sesutau hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami atau 
istri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim. Lalu, 
hal-hal yang mengatur mengenai keuntungan bagi anak-anak 
terdapat dalam passal 231. Dengan perceraian hubungan suami istri 
terputus, tetapi hubungan dengan anak-anak tidak. Maka, sudah 
sepantasnya jika segala keuntunhan bagi anak-anak yang timbul 
berhubungan dengan perkawinan orang tuanya tetap ada. 
Keuntungan hak waris atau dari perjanjian kawin, umpamanya jika 
pada perjanjian kawin ditentukan sesuatu keuntungan bagi si istri 





keuntungan yang dijanjikan kepada ibunya. Selain itu, undang – 
undang pun menyebutkan hal – hal lain pasca perceraian yaitu:  
a. Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 
anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 
bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak 
Pengadilan member keputusannya.  
b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan 
dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak 
dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, 
Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul niaya 
tersebut .  
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 
kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No. I. 1974).  
Dari penjabaran uraian diatas, dapat diketahui bahwa perceraian 
memiliki banyak dampak baik secara langsung maupun secara tidak 
langsung. Untuk itu, pencegahan perceraian pun harus diupayakan baik 
dari sisi internal suami istri, maupun dari pihak eksternal dalam hal ini 
pemerintah dan masyarakat.  
Perceraian memang dibolehkan dalam Islam, namun itu merupakan 
opsi terakhir yang hanya dapat dilakukan apabila sudah tidak ditemukan 
jalan keluar lain. Pasca perceraian suami istri ini tetap harus membagi 
pertanggung jawaban baik atas harta maupun anak dengan adil dan dengan 









A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 
atau metode yuridis-empiris, yaitu mencari data yang di gunakan selain berpegang 
pada segi-segi yuridis juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku 
dalam masyarakat. Penelitian di lakukan secara deskriptif analitis, yaitu 
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan 
teori-teori hukum dan praktek Studi Kasus Mengenai Upaya Penghulu dalam 
Mengurangi Perceraian. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan yang berkaitan 
atau relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam proposal ini guna 
mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan, maka penulis melakukan 
penelitian di Kecamatan Mamajang Kecamatan Makassar dengan sasaran pada 
pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan Studi Kasus Mengenai 
Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkaji 
undang-undang dan beberapa sumber hukum lain nya khusus nya yang berkaitan 
tentang Studi Kasus Mengenai Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian. 
C. Sumber Data 






1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang di peroleh secara 
langsung mengenai Studi Kasus Mengenai Upaya Penghulu dalam 
Mengurangi Perceraian, yang dilakukan dengan cara wawancara dan studi 
dokumen terhadap pelaksanaan hukum islam dan UU Perkawinan serta 
UU Perceraian. 
2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian terhadap 
peraturan-peraturan ataupun tulisan yang berkaitan dengan materi 
penelitian atau hasil dari studi normatif. dilakukan dengan penelitian 
kepustakaan yang akan di peroleh bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara (interview) adalah usaha pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap narasumber yaitu Penghulu 
dan yang di anggap berkaitan dengan kegiatan penelitian ini. 
2. Dokumentasi adalah usaha mengumpulkan data yang di lakukan dengan 
cara mengambil data-data dari catatan dan arsip-arsip yang sesuai dengan 
masalah yang di teliti. 
3. Studi kepustakaan, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan 
melakukan pencacatan terhadap dokumen-dukumen penting serta bahan 
bacaan lain yang mendukung objek penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat 
yang akan di gunakan untuk membantu proses penelitian seperti pulpen, buku, 







F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang di kumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun 
data sekunder, selanjutnya di analisis secara kualitatif dan di bahas dalam bentuk 
penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
1. Teknik Pengolahan Data 
Tehnik pengumpulan data di lakukan dengan beberapa cara, yaitu : 
a. Studi Pustaka (Library Research) 
Studi kepustakaan merupakan upaya mencari data sekunder yakni 
melalui berbagai buku, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori, jurnal 
ilmiah, dan data-data internet. 
b. Wawancara  
Wawancara di lakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak-
pihak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan 
yang di angkat dalam penelitian ini yang terpilih sebagai responden. 
2. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. 
Analisis data kualitatif di lakukan terhadap data yang tidak dapat di 
kuantifikasikan, yakni semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 
1. Meningkatkan Ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan, sehingga peneliti dapat melakukan sebuaah 





demikian dapat memberikan suatu deskripsi data yang akurat dan sistematis 
terhadap data yang diamati, dan juga dapat meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan Bahan Referensi 
Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh 
peneliti. Contoh, data hasil dari interview/wawancara perlu didukung dengan 
adanya rekaman hasil wawancara tersebut sehingga data yang didapatkan 
menjadi kredibel. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

























A. Gambaran Umum Kecamatan Mamajang Kota Makassar 
Suatu hal yang sangat penting tentang keadaan lokasi penelitian, karena 
untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan maka terkadang 
sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan karakteristik masyarakat 
itu sendiri. Oleh karena sangat penting itulah sehingga kami uraikan sedikit 
gambaran umum terkait dengan lokasi penelitian tersebut. 
1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Kecamatan Mamajang Kota 
Makassar 
Kecamatan Mamajang merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kota 
Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Makassar dan 
Kecamatan Ujung Pandang, disebelah timur dengan Kecamatan Rappocini, 
disebelah selatan dengan Kecamatan Tamalate dan di sebelah Barat dengan 
Kecamatan Mariso.  Sebanyak 13 kelurahan di Kecamatan Mamajang merupakan 
daerah bukan pantai dengan ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut.  
Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan 
bervariasi antara 1-2 km.   
Kecamatan Mamajang terdiri dari 13 kelurahan dengan luas wilayah 
2,25km². Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan Bonto Biraeng 
memiliki wilayah terluas yaitu 0,63 km², terluas kedua adalah Kelurahan Sambung 
Jawa dengan luas wilayah 0,30 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya 
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2. Perkembangan Desa/Kelurahan  
 Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Mamajang pada tahun 
2016 menunjukkan bahwa dari 13 kelurahan yang ada memiliki kategori 
kelurahan swasembada. Dengan demikian saat ini tidak terdapat lagi kelurahan 
yang termasuk Swadaya dan Swakarya di Kecamatan Mamajang.
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3. Lembaga/Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan  
 Lembaga dan organisasi tingkat desa/kelurahan yang terbentuk di 
Kecamatan Mamajang dengan sejumlah anggotanya diharapkan dapat menunjang 
kegiatan pemerintah dan pembangunan. Organisasi atau Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) di Kecamatan Mamajang terdapat 1 unit di setiap kelurahan, 
13 organisasi Pemuda. Kecamatan Mamajang terdiri dari 281 RT dan 56 RW.
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4. Aparat Pemerintah  
Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Mamajang dilaksanakan oleh 
sebanyak 246 orang aparat/pegawai negeri, berasal dari berbagai dinas/instansi 
pemerintah, yang terdiri atas 83 orang laki-laki dan 163 orang perempuan.
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5. Penduduk  
Jumlah Penduduk  
Jumlah penduduk tahun 2016 sebesar 61.007 jiwa, dan tahun 2015 
sebesar 60.779 jiwa, yang berarti penduduk Kecamatan Mamajang menurun 
sebesar 0.37 persen.  
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki 
sekitar 29.884 jiwa dan perempuan sekitar 31.123 jiwa. Dengan demikian 
rasio jenis kelamin adalah sekitar 96 yang berarti setiap 100 orang penduduk 
perempuan terdapat sekitar 96 orang penduduk laki-laki. 
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Kelompok umur 20-24 tahun tercatat mempunyai populasi terbanyak 
yaitu 7.251 jiwa menyusul umur 15-19 tahun sebesar 6.093 jiwa, sedangkan 
kelompok umur 75 tahun keatas hanya 832 jiwa.
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6. Sosial  
a. Pendidikan  
Pada tahun ajaran 2016/2017 jumlah TK di Kecamatan Mamajang ada 
13 Sekolah dengan 787 orang murid dan 90 orang guru. Pada tingkat SD, baik 
negeri, swasta maupun Madrasah Ibtidiyah sebanyak 25 sekolah dengan 9.016 
orang murid dan 371 orang guru. Untuk tingkat SMP sebanyak 10 Sekolah 
dengan 4.725 orang murid  dan 260 orang guru. Sedangkan untuk tingkat 
SMA terdapat 11 sekolah dengan 3.471 orang murid dan 306 orang guru. Dan 
untuk SMK swasta terdapat 3 dengan jumlah murid 549 orang dan 59 orang 
guru. Pada tingkat Perguruan tinggi terdapat 5 Perguruan tinggi swasta di 
Kecamatan Mamajang dengan jumlah mahasiswa sebanyak 21.399 dan 
jumlah dosen sebanyak  903.  
b. Kesehatan    
Pada kecamatan Mamajang terdapat 2 rumah sakit, 2 puskesmas, 2 
pustu,1 BKIA, 3 Rumah Bersalin dan 61 Posyandu. Untuk tenaga medis 
tercatat 6 orang dokter umum, 2 orang dokter spesialis, 4 orang dokter gigi 
dan 36 orang paramedis yang terdiri dari 14 orang bidan desa dan 22 orang 
perawat/mantri.  
c. Agama  
Ditinjau dari Agama yang dianut, tercatat bahwa sebagian besar 
penduduk Kecamatan Mamajang adalah beragama Islam, mayoritas dari total 
penduduk. Jumlah fasilitas  ibadah di Kecamatan Mamajang cukup memadai 
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7. Perdagangan  
Sarana perdagangan yang terdapat di Kecamatan Mamajang antara lain  
kelompok pertokoan sebanyak 13 buah, pasar tradisional 4 buah, Mall sebanyak 1 
buah, SPBU 1 buah, restoran 1 buah, rumah makan 17 buah dan warung 
makan/kedai makan sebanyak 85 buah  
8. Keuangan  
Pajak Bumi dan Bangunan   Realisasi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan di Kecamatan Mamajang sebanyak Rp. 3.159.312.641,- atau mencapai 
75,70 % dari target penerimaan sebesar RP 4.173.700.000,-. Kelurahan Maricaya 
Selatan mencapai realisasi penerimaan PBB yang tertinggi yaitu Rp.423.409.487,- 
menyusul Kelurahan  Labuang Baji  Rp.180.630.921,-. 
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B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 
1. Sejarah Peradilan Agama Makassar Kelas I A 
a. Sebelum PP No. 45 Tahun 1957 
Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 
Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman 
dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun 
pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya.  
Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengankat seorang pengadil 
disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah islam, Maka 
Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. 
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Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau 
hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi 
ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara 
berkaitan dengan perkara nikah. 
Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 
Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun 
Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal 
ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh.  Sholeh adalah 
Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi 
dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-
pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, 
dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. 
Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang 
menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang 
mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu 
berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang 
berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu 




b. Sesudah PP No. 45 Tahun 1957 
Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 
terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut 
“Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan 
gedungnya seperti diuraikan pada penjelasan berikut: 
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- Wilayah Yurisdiksi  
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota 
Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut: 
- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;  
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;  
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;  
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
Berikut Peta Wilayah Makassar di bawah ini: 
   Gambar 1.1 







        
Sumber: Profil Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 2019 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar 
dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang 
menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 
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- Keadaan Gedung 
Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan 
Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor 
sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen 
seluas 150 m2 untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan 
dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang 
meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka 
turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta 
perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada 
tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan 
pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 





Gedung Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 







Sumber: Profil Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 2019 
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c) Keadaan Pegawai dari Masa ke Masa 
Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah 
Makassar dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros 
jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. 
Chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. 
Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, 
M. Haya dan Nisma.  
Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif 
Andi Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. 
Andi Mansyur) dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi 
Ketua, hanya memiliki 7 orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini 
jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 
Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan 
perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara. Berikut 
ini adalah susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar berdasarkan periode 
kepemimpinan dari masa ke masa :
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         Tabel 1 
Susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar Berdasarkan 
Periode Kepemimpinan Dari Masa Ke Masa 
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No. Nama Ketua Periode Foto 
1. K.H. Chalid Husain 
Tahun 1960 s/d Tahun 
1962 
  
2. K.H. Syekh Alwi Al Ahdal 
Tahun 1962 s/d Tahun 
1964 
  
3. K.H. Haruna Rasyid 
Tahun 1964 s/d Tahun 
1976 
  
4. K.H. Chalid Husain 
Tahun 1976 s/d Tahun 
1986 
  















Sumber: Profil Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 2019 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar 
Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar Pengadilan 
Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwewenang 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di Tingkat Pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, 
Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, 
Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari‟ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 
UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang peradilan agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 
Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:  
1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan 
bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.  
2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, 
dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 
1996 
6. Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H 
Tahun 1996 s/d Tahun 
1998 
  
7. Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H 
Tahun 1998 s/d Tahun 
2004 
  
8. Drs. H. M. Tahir R, S.H. 
Tahun 2004 s/d Tahun 
2005 
  
9. Drs. Anwar Rahmad, M.H. 
Tahun 2005 s/d Tahun 
2008 
  
10. Drs. Khaeril R, M.H. 




Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., 
M.H 
Tahun 2010 s/d Tahun 
2013 
  
12. Drs. H. Usman S,SH 
Tahun 2013 s/d Tahun 
2014 
  
13. Drs. Moh. Yasya', SH.,MH. 
Tahun 2014 s/d Tahun 
2016 
  
14. Drs. H. Damsir, SH.,MH. 






3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 
lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan) 
4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam 
pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta 
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 37 Nomor 7 
Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 
5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian 
harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama 
Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam 
pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
6) Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan 
deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. 
7) Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari‟ah sesuai 
dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah 
diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 
8) Menyelenggarakan pelayanan hukum lainnya seperti Posbakum, Sidang 
Keliling, Pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo).
69 
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar  
Pengadilan Agama Makassar adalah Pengadilan Agama yang merupakan 
Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota 38 Makassar, Propinsi 
Sulawesi Selatan yang daerah hukumnya meliputi 16 kecamatan sebagai berikut:
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Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar 
Kecamatan Kelurahan 
Biringkanaya Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya, Untia, 
Berua, Bakung, Laikang 
Bontoala Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala Tua, Bunga Ejaya, 
Gaddong, Layang, Malimongan Baru, Parang Layang, Timungan 
Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru 
Makassar Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya Timur, Bara Baraya 
Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, Maccini Gusung, Maccini 
Parang, Mardekaya, Mardekaya Selatan, Maricaya, Maricaya Baru 
Mamajang 
Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, Karang Anyar, 
Labuang Baji, Mamajang Dalam, Mamajang Luar, Mandala, Maricaya 
Selatan, Pa'batang, Parang, Sambung Jawa, Tamparang Keke 
Manggala Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, Tamangapa, Biring 
Romang, Bitowa 
Mariso Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso, 
Mattoangin, Panambungan, Tamarunang 
Panakukkang Karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara, Masale, Pampang, Panaikang, 
Pandang, Paropo, Sinrijala, Tamamaung, Tello Baru 
Rappocini Balla Parang, Banta Bantaeng, Minasa Upa, Bua Kana, Gunung Sari, 
Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, Rappocini, Tidung 
Tallo Bunga Ejaya, Kalukuang, Kaluku Bodoa, La'latang, Lakkang, Lembo, 
Pannampu, Rappojawa, Rappokalling, Suangga, Tallo, Tammua, Ujung 
Pandang Baru, Wala-Walaya, Buloa 
Tamalanrea Bira, Kapasa, Kapasa Raya, Parangloe, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, 
Tamalanrea Jaya, Buntusu, Katimbang 
Tamalate Balang Baru, Barombong, Bongaya, Jongaya, Maccini Sombala, 
Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng Baeng, Parang Tambung, Tanjung 
Merdeka, Bonto Makkio, Bonto Duri 
Ujung 
Pandang 
Baru, Bulo Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, Maloku, Mangkura, 






Camba Berua, Cambaya, Gusung, Pattingaloang, Pattingaloang Baru, 
Tabaringan, Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah Tanah 
Kepulauan 
Sangkarrang 
Pulau Barang Lompo, Pulau Lumu-lumu, Pulau Barang Caddi, Pulau 
Kodingareng, Langkai, Lanjukang 
Wajo Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, Mampu, Melayu, 
Melayu Baru, Pattunuang 
Sumber: Profil Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 2019 
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar 
C. Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah yang di Lakukan Penghulu 
Dalam Mengurangi Percerian Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar 
Penghulu mempunyai peran yang sangat penting terhadap permasalahan 
yang ada di masyarakat Mamajang. Sehingga pada akhirnya Penghulu mencoba   
melakukan upaya-upaya dan membuat suatu Program yang kemungkinan bisa 
menjadikan Perceraian itu tidak terjadi. 
Adanya beberapa Upaya dan Program yang akan dilakukan oleh Penghulu 
guna dalam mengurangi Perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat 





yang akan dilakukan oleh Penghulu yang akan  berdampak  positif  dan  baik  bagi 
semua masyarakat Parungpanjang. langkah-langkah tersebut akan menguntungkan 
bagi masyarakat Mamajang terutama bagi pelaku Perceraian sehingga bias 
mengetahui dampak buruknya apabila terjadinya Perceraian antara suami isteri.
71
 
Menguntungkan  juga  bagi  suami  isteri  yang  sedang  berumah tangga sehingga 
rumah tangga mereka menjadi lebih romantis dan rukun. 
Penyuluhan dan Bimbingan terhadap calon pengantin maupun yang sudah 
berumah tangga, masyarakatpun sadar arti penting sebuah keluarga dan Perceraian 
itu bukan jalan yang terbaik apabila dalam rumah tangga terdapat suatu 
perselisihan. 
Selama ini masyarakat tidak menggunakan akal sehatnya dalam 
menyelesaikan suatu perselisihan dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, Upaya 
yang dilakukan oleh Penghulu dalam mengurangi Perceraian sangatlah bagus dan 
baik untuk kemaslahatan masyarakat Mamajang.  
Banyak nilai-nilai positif yang diberikan oleh Penghulu kepada masyarakat 
Mamajang dengan melalui Upaya-upaya dan Program yang akan dilakukan dan 
dilaksanakan secepatnya, karena masyarakat Parungpanjang masih terlalu jauh 
pengetahuannya dalam hal Perkawinan dan Perceraian.
72
 
Hal ini sangat berimplikasi baik terhadap Penghulu kepada masyarakat 
Mamajang atas langkah-langkah yang akan dilakukan nanti dan secepatnya 
dilaksanakan baik secara formal maupun non formal. 
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Pada prinsipnya Penghulu bukanlah profesi yang diberikan kewenangan 
untuk meminimalisir terjadinya perceraian, namun penghulu merupakan salah satu 
profesi yang paling dekat dengan segala macam proses yang berhubungan dengan 
perkawinan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Penghulu di KUA Mamajang 
antara lain:  
1. Program Pembinaan Pra Nikah  
Program pembinaan pra nikah adalah salah satu cara bagi calon 
pengantin untuk memahami dan mengetahui seluk belum perkawinan. 
Dengan mengikuti program pembinaan pra nikah, maka akan sangat mudah 
diketahui daripada tujuan perkawinan, proses perkawinannya, dan bagaimana 
strategi untuk menyelesaikan masalah ketika rumah tangga bermasalah nanti.  
Penyelenggaraan kursus calon pengantin (Suscatin) atau penasihatan 
calon pengantin di KUA Mamajang dikhususkan bagi para calon pengantin 
yang sebelum pernikahan dan ini merupakan sesuatu hal yang wajib diikuti 
oleh siapa saja yang akan melaksanakan perkawinan. Melalui kegiatan ini apa 
yang diharapkan oleh Kementerian Agama selaku penyelenggara adalah 
pemahaman dari para calon pengantin tentang perkawinan dapat dicapai 
dengan baik, sehingga perlu adanya pengarahan dan pembekalan terlebih 
dahulu sebelum melangsungkan perkawinan.  
Pelaksanaan Suscatin atau pembinaan pra nikah yang dilaksanakan 
oleh KUA Mamajang yang diikuti sekitar 20 pasangan calon pengantin yang 
pelaksanaannya dipusatkan di Kantor Kementerian Agama KUA Mamajang 
dengan pemberian materi antara lain:  
a.  Hukum pernikahan dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan serta praktik tata cara pernikahan bagi calon pengantin.  





c.  Upaya menciptakan keluarga sakinah.  
d.  Pemenuhan hak dan kewajiban dari suami dan istri 
e.  Kesehatan reproduksi.  
f.   Merawat cinta dan kasih sayang dalam keluarga.  
g.  Menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.  
Pembinaan pra nikah bagi calon pengantin di Kementerian Agama 
Makassat dirasa lebih efektif untuk mengurangi tingkat permasalahan rumah 
tangga meskipun semuanya tergantung dari pasangan itu sendiri apakah 
benar-benar mampu memahaminya atau sekedar ikut saja, selain itu juga 
tergantung dari tujuan atau niat dari masing-masing pasangan untuk 
melakukan perkawinan. 
2. Mediasi Rumah Tangga Bermasalah  
Syariat Islam pada prinsipnya bertujuan untuk memperkecil angka 
perceraian. Jika hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan perceraian secara 
umum yang terjadi di Indonesia. Perceraian bagi umat Islam hanya dapat 
dilakukan di Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan Agama berusaha dan 
gagal mendamaikan pihak suami isteri tersebut, maka hal itu tidak 
bertentangan dengan syariat Islam, karena jika dilihat dari esensi aturan ini, 
bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, serta mencegah 
kesewenang-wenangan kaum laki-laki dalam hal perceraian.  
Pelaksanaan mediasi di luar Pengadilan yang dilakukan di Mamajang 
biasanya dilakukan pada saat salah satu pasangan atau keduanya datang untuk 
mengkonsultasikan permasalahannya di KUA, namun jika hal ini tidak 
dilakukan maka mediasi tidak dapat dilakukan oleh para Penghulu di KUA. 
Proses mediasi yang dilakukan oleh para Penghulu yang ada di wilayah KUA 





wilayahnya, dengan mengupayakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi 
perceraian di wilayahnya.  
3. Pencegahan Perkawinan Dini  
Salah satu tugas Penghulu adalah melakukan deteksi awal perkawinan 
sebelum terjadinya perkawinan terhadap beberapa hal tersebut, terutama 
masalah niat atau motivasi pasangan yang akan menikah demi untuk 
melakukan pencegahan dini terhadap pasangan yang salah niat dalam 
menikah. Penelitian Imam Mahmud menjelaskan seorang Penghulu dituntut 
untuk memiliki penampilan yang menarik, berkemauan kuat, memiliki 
kemampuan teknis administrasi, penguasan huku-hukum pernikahan, 




Lebih lanjut dijelaskan bahwa upaya meminimalisir pernikahan dini, 
antara lain: seorang Penghulu hendaknya berpartisipasi aktif dalam 
meningkatkan jenjang pendidikan dan dukungan bagi anak perempuan usia 
antara 15 sampai 17 tahun; seorang Penghulu memahami norma sosial dan 
budaya di tingkat lokal; seorang Penghulu mendorong agar akses melanjutkan 
pendidikan pada tingkatan yang lebih tinggi dapat lebih luas lagi dan 
penguatan pendidikan kewirausahaan; dan seorang Penghulu dalam tugasnya 
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Pencegahan perkawinan lebih awal itu memang penting untuk 
dilakukan oleh Penghulu selaku pelaksana pencatatan perkawinan khususnya 
bagi perkawinan yang masih dibawah umur, mengingat bahwa perkawinan 
merupakan sesuatu ikatan yang suci dan sakral maka pendewasaan usia 
perkawinan menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Meskipun di dalam 
aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
menyebutkan batasan umur minimal kawin bagi laki-laki 19 tahun dan 
perempuan 16 tahun, namun usia ini masih termasuk usia yang sangat muda 
untuk menikah, belum lagi jika salah satunya atau keduanya masih berstatus 
sebagai pelajar maka kehawatiran mudah terjadinya perceraian terhadap 
rumah tangga seperti ini sangatlah mungkin untuk terjadi.  
Jika beberapa asas atau prinsip perkawinan ini dipahami dengan baik 
oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melanhsungkan 
pernikahan, serta mampu diterapkan dalam dirinya sebelum perkawinan itu 
terjadi maka akan memperkecil angka perceraian yang ada khususnya di 
Mamajang, begitu pula dengan para Penghulu yang memiliki kewenangan 
untuk mengingatkan pasangan lakilaki dan perempuan yang akan menikah 
bahwa penting untuk memberikan gambaran dan memberikan pemahaman 
tentang bagaimana sebenarnya tujuan dari perkawinan sehingga jika ini 
tersampaikan dengan baik seperti halnya apa yang telah dilaksanakan para 
Penghulu di Mamajang, maka sangat memungkinkan untuk mencegah dan 









4. Pembinaan dan Penilaian Keluarga Sakinah  
Pembinaan dan penilaian keluarga sakinah merupakan program yang 
juga banyak dilakukan di Indonesia termasuk di Mamajang dalam rangka 
memberikan motivasi kepada pasangan lainnya untuk menjaga keutuhan dan 
keharmonisan rumah tangganya. Pembinaan dan penilaian keluarga sakinah 
meskipun dilakukan kepada orang-orang tertentu sesuai kriteria-kriteria yang 
telah ditentukan, namun hal ini dapat menjadi sebuah motivasi terhadap 
rumah tangga lainnya dan dapat menjadi solusi dalam menurunkan angka 
perceraian. Tak jarang sering ditemukan di masyarakat hubungan rumah 
tangganya terlihat harmonis dan minim masalah, tetapi pada akhirnya muncul 
petikaian yang berujung pada perceraian, sehingga dengan kejadian seperti ini 
menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menjamin 
kerukunan, keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya.  
Olehnya itu menurut Anitqotsunainy dan Paramytha bahwa upaya 
dalam merintis model penguatan keluarga sakinah melalui pembangunan 
kesadaran bagi para ibu-ibu kontraproduktif melalui dialog terbuka terhadap 
tujuan pernikahan menjadi pandangan-pandangan yang positif sehingga 
tercipta keluarga sakinah. Materi model penguatan ini berupa konsep dan 
program pembinaan pasca menikah, sehingga para isteri akan dioptimalkan 




Sayangnya dalam kenyataan di masyarakat pembinaan dan penilaian 
keluarga sakinah ini kurang familiar di masyarakat, karena tidak adanya 
sosialisasi terhadap masyarakat secara luas, padahal jika hal ini dilakukan 
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sosialisasi orang pasti akan berlomba-lomba untuk menjadi keluarga sakinah. 
Oleh sebab itu upaya ini memang telah beberapa kali dilakukan oleh 
Kementerian Agama tetapi masih kurang maksimal dalam pelaksanaanya. 
Olehnya itu para Penghulu KUA di Kabupaten Gorontalo Utara senantiasa 
mensosialisasikan adanya pembinaan dan penilaian keluarga sakinah di 
sebagai sebuah langkah yang kongkrit dalam meminimalisir tingkat 
penceraian.  
5. Memfungsikan Peran Penyuluh Agama Islam  
Penyuluh Agama Islam yang sebelumnya kerjanya hanya pada 
wilayah dan pada batasan tertentu menjadi lebih berkembang dan bermanfaat 
di masyarakat. Misalnya Penghulu yang ada di KUA Kecamatan Mamajang 
mengupayakan hal ini dalam bentuk musyawarah terlebih dahulu dengan 8 
penyuluh non ASN Kecamatan Mamajang untuk membicarakan bagaimana 
upaya-upaya dan kerja sama antara Penghulu dan penyuluh yang akan 
dilakukan. Upaya ini akhirnya disetujui oleh suami isteri atau kedua belah 
pihak dengan salah satu cara yang digunakan adalah melakukan koordinasi, 
konsultasi dan konsolidasi permasalahan rumah tangga yang ada di 
masyarakat melalui Grup WhatsApp (WA).  
Hadirnya inovasi yang dilakukan oleh salah satu KUA di Kecamatan 
Mamajang yang digerakkan oleh Penghulu dan Penyuluh Agama non ASN 
ini, dirasa sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat 
dapan mengkonsultasikan segala permasalahan rumah tangga yang dihadapi 
kepada penyuluh agama yang ada di desanya, yang kemudian oleh penyuluh 
permasalahan yang ada dikomunikasikan, dikonsultasikan dan kemudian 





D. Perceraian di KUA, Keterlibatan dan Tugas Pokok Penghulu Di 
Kecamatan Mamajang Kota Makassar 
Sebelumnya, Penyusun ingin mengurai data yang di dapatkan dqalam 
tahap penelitian. Adapun data Tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel. 3 
Data Angka Perceraian  
Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 
 
 
Sumber: Pengadilan Agama Makassar Kelas I , Data 2016-2017 
a. Perceraian di KUA Mamajang Kota Makassar 
Sebagian masyarakat Kecamatan Parungpanjang, masyarakatnya masih  
banyak yang  melakukan perceraian  tanpa  melihat dampak  yang akan  terjadi 
serta akan ditimbulkan oleh  sebuah perceraian tersebut. Hal ini merupakan 
Bulan/Tahun 2016 2017 
Jan - 6 
Feb 4 6 
Mar 6 4 
Apr 3 7 
Mei 2 8 
Jun 5 4 
Jul 5 3 
Agus 3 6 
Sept 6 3 
Okto - 7 
Nove - 2 
Des - 1 





masalah dalam masyarakat yang perlu dipecahkan. Sebenarnya Perceraian tidak 
dilakukan di KUA, tetapi sebagian masyarakat Mamajang ketika ingin bercerai 
datang terlebih dahulu ke KUA untuk meminta petunjuk kepada Penghulu 
sehingga bisa memberikan jalan keluar.
76
 
Karena Penghulu juga merupakan orang yang ditunjuk oleh Negara dan 
mempunyai fungsi untuk melangsuungkan Perkawinan, harus cermat dan tanggap 
serta teliti terlebih dahulu terhadap mereka yang akan melangsungkan 
perkawinan, terutama sekali dengan tujuan-tujuan mereka menikah, sehingga 
setelah menikah tidak akan terjadinya Perceraian.
77
 
Dalam hal ini untuk mempermudah dan menegetahui hasil Penelitian yang 
saya lakukan di KUA Mamajang tentang Upaya Penghulu dalam mengurangi 
Perceraian dan Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Perceraian yang 
dilakukan sebagian masyarakat Parungpanjang, maka saya melakukan sebuah 




Hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui upaya apa saja yang akan 
dilakukan oleh Penghulu dalam mengurangi Perceraian dan  Faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya percaian yang dilakukan sebagian masyarakat 
Mamajang Kota Makassar. 
Beberapa upaya yang akan dilakukan Penghulu dalam mengurangi 
Perceraian: 
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1. Memberikan Penyuluhan 
2. Meningkatkan Kualitas P3N 
3. Mengadakan Pembinaan Keluarga Sakinah 
4. Membuat Program yang Berbentuk Sosialisasi 
Beberapa Faktor yang mempengaruhi terjadinya Perceraian: 
1. Faktor Pendidikan. 
2. Faktor Ekonomi. 




Dengan adanya empat Upaya tersebut yang akan dilakukan oleh Penghulu, 
masyarakat Mamajang merupakan sasaran yang tepat terhadap apa yang dilakukan 
Penghulu itu. 
Penghulu juga mengharapakan kerjasama kepada masyarakat untuk ikut 
serta melakukan upaya-upaya yang sudah dibuat agar berjalan dengan baik dan 
lancar. Sehingga Perceraian yang ada di Mamajang bisa sedikit dan berkurang. 
Upaya ini sangat berkaitan dengan faktor-faktor yang ada dan sangat baik 
sekali apabila upaya dan program yang di buat itu berhasil dilakukan. Berawal 
dari faktor-faktor yang muncul disebagian masyarakat Mamajang, maka Penghulu 
ingin sekali merubah pola hidup masyarakat Mamajang menjadi lebih bain dan 
modern. Yang bisa berfikir kedepan yang tidak mengutamakan Perceraian apabila 
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b. Tugas Pokok Penghulu  
Keterlibatan penghulu dalam Perceraian sudah jelas terjadi, karena 
seseorang yang ingin melakukan perceraian terlebih dahulu datang ke Kantor 
KUA dan menghadap Penghulu. Tetapi tugas Penghulu disini bukanlah untuk 
menceraikan pihak-pihak yang akan bercerai, melainkan berusaha dan memberi 
solusi agar tidak terjadi Perceraian. Para pihak yang ingin bercerai selalu datang 
ke Penghulu untuk meminta petunjuk atau jalan keluar terhadap permasalahan 
yang sedang di alami oleh kedua belah pihak. Mereka meyakini bahwa Penghulu 




Setiap masyarakat pasti mempunyai suatu permasalahan baik yang 
berhubungan dengan keluarga maupun dengan orang lain. Sebuah keluarga 
merupakan suatu pembelajaran yang sangat penting dalam kaitannya dengan 
suami isteri, hal ini bisa kita lihat dari contoh masyarakat Mamajang yang 
sebagian masyarakatnya melakukan perceraian karena dalam hubungan suami 
isterinya tidak bisa di pertahankan kembali sehingga berujung pada sebuah 
Perceraian. 
Semakin   banyak upaya yang dilakukan oleh Penghulu semakin sedikit 
Perceraian itu terjadi. Walaupun upaya itu tidak banyak, yang penting adalah 
terlaksananya upaya itu. Percerain bisa berkurang apabila faktor-faktor yang ada 
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Dari beberapa Upaya yang akan dilakukan oleh Penghulu sebagai Berikut: 
a) Memberikan Penyuluhan 
Dengan memberikan penyuluhan keagamaan terhadap Bapak-bapak, 
Ibu-ibu, Pemuda/I dalam suatu pengajian baik tingkat RT maupun Desa yang 
akan terciptanya komunikasi yang harmonis dan baik terhadap masyarakat 
Mamajang sehingga dapat menciptakan wawasan berumah tangga yang lebih 
inspiratif. Penyuluhan ini juga bisa dilakukan terhadap anak-anak sekolah 
yang sudah dewasa dan yang sudah berfikir untuk melakukan pernikahan. 
Penyuluhan ini sangat penting untuk tidak terjadinya perceraian dan 
meminimalisir perceraian yang sudah ada. Penghulu akan terjun langsung 
untuk melakukan upaya ini agar benar-benar berjalan dan bisa membuahkan 
hasil yang baik, terutama pada masyarakat Parungpanjang.
83
 
b) Peningkatan P3N 
P3N (Amil) selaku pembantu dari pihak KUA supaya bisa 
memberikan ilmu-ilmu tentang berumah tangga yang baik dan rukun.  Maka 
dari itu Perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Mamajang bias 
menjadi lebih sedikit dari sebelumnya. Di Mamajang sendiri, P3N atau yang 




c) Mengadakan Pembinaan Keluarga Sakinah 
Adanya Pembinaan Keluarga Sakinah yang dilakukan Penghulu akan 
membuat masyarakat mengerti arti pentingnya membangun sebuah keluarga 
yang baik dan rukun. Sehingga tidak akan terjadinya Perceraian. Pembinaan 
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Keluarga Sakinah juga merupakan upaya yang sangat baik dalam mengurangi 
Perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Parungpanjang. Pembinaan 
ini haruslah dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar mengerti 
tentang menjalin keluarga yang baik itu seperti apa.   
Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Penghulu sebagai orang yang   
dianggap faham terhadap permasalahan seperti ini.
85
 
d) Membuat Program berbentuk Sosialisasi 
Adanya kerjasama yang baik dari pihak KUA dengan BKKBN, 
Puskesmas, Tokoh Masyarakat dan Pejabat setempat. Maka Sosialisasi ini 
akan membawa nilai-nilai positif terhadap masyarakat Mamajang, baik yang 
sudah bercerai maupun yang masih berkeluarga. Dan memberikan dampa 
yang baik bagi semua komponen masyarakat, sehingga adanya keharmonisan 
dalam suatu keluarga. Program ini juga sangat penting untuk meminimalisir 
Perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Mamajang.
86
  
E. Analisis Penulis 
Pemahaman ajaran Agama Islam yang baik dan mengaplikasikannya 
dalam kehidupan sehari-hari adalah metode dan langkah yang tepat untuk 
mengatasi semua problema keluarga. 
Jika merujuk kepada data perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan 
Agama Makassar Kelas I A dapat diketahui bahwa angka perceraian di Kecamatan 
Mamajang meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017. Dari data tersebut diketahui 
bahwa angka perceraian di Kecamatan Mamajang pada tahun 2016 mencapai 34 
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kasus dan pada tahun 2017 angka perceraian menjadi 57 kasus. Namun secara 
umum, persentasenya bertambah dari tahun ke tahun. 
Data tersebut juga menunjukkan bahwa gugatan cerai lebih banyak 
diajukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami dengan perbandingan 32 angka 
dari total perceraian pada tahun 2017, pada tahun 2012. Untuk lebih jelas tentang 
angka dan persentase pernikahan dan perceraian di Kecamatan Mamajang, 
perhatikan tabel berikut yang sudah penulis lampirkan diatas: 
Banyaknya kasus cerai gugat mengisyaratkan adanya peningkatan 
kesadaran kaum perempuan dalam menuntut haknya sekaligus menunjukkan 
mulai tumbuhnya keberanian kaum perempuan dalam memperjuangkan haknya di 
depan hukum. Keberanian ini tidak tumbuh sendiri melainkan melalui proses 
pemahaman terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan 
demikian, suami tidak akan berlaku semena-mena dan menganggap isteri sebagai 
bawahannya. Inilah salah satu dampak positif dari adanya pelatihan dan 
bimbingan serta kursus calon pengantin. 
Di samping itu, ada juga dampak negatif dari keberanian dan 
meningkatnya pemahaman hukum kaum perempuan dimana begitu mudahnya 
kaum perempuan menggugat cerai suaminya hanya karena persoalan sepele. 
Bahkan ada kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri kepada suaminya 
sebelum masa perkawinan mencapai satu tahun, dengan dalih suaminya jarang 
pulang ke rumah karena bekerja di luar daerah. Setelah dilakukan penyelidikan, 
terindikasi bahwa isterinya selingkuh dengan mantan pacarnya sedangkan 
perempuan tersebut menjadikan pernikahan pertama dengan suaminya itu sebagai 
upaya mendapatkan mahar dan materi. Oleh karena itu, meningkatnya 





salah dan berlaku curang jika tidak disertai oleh keimanan yang kuat dan akhlak 
mulia. 
Secara nasional bahkan, pada tahun 2008 angka perceraian mencapai 
sekitar 200.000 kasus dari total peristiwa nikah sebanyak 2.000.000 peristiwa 
(10%). Angka ini meningkat pada tahun 2009, menjadi sekitar 250.000 kasus dari 
total peristiwa nikah sebanyak 2.000.000 (12,5%), sedangkan pada tahun 2010, 




Dengan kata lain, di Indonesia persentase kasus perceraian rata-rata 10% 
dari total peristiwa nikah setiap tahun.
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Di samping itu, data tersebut menunjukkan bahwa dari total kasus 
perceraian di atas secara nasional, cerai gugat mencapai sekitar 70%, dengan 
alasan penyebab perceraian terbesar adalah masalah ekonomi. Rata-rata 




Fakta lain mengungkapkan bahwa pasangan yang paling banyak bercerai 
adalah pasangan usia produktif yaitu 30-40 tahun. Rata-rata pada saat bercerai, 
usia rumah tangga mereka berkisar antara 5-20 tahun.
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Dengan demikian mungkin dapat disimpulkan, jika peristiwa nikah 
meningkat maka kasus perceraian pun ikut meningkat. Jika peristiwa nikah pada 
tahun A mencapai 2.000.000 peristiwa maka kasus perceraian mencapai 200.000 
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kasus dan jika pada tahun B peristiwa nikah sebanyak 2.500.000 peristiwa maka 
kasus perceraian akan meningkat menjadi 250.000 kasus. 
Inilah tantangan Kantor Urusan Agama dan Badan Penasehatan, 
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke depan dalam upaya mengurangi 
angka perceraian, dimana seharusnya angka perceraian berkurang seiring dengan 
meningkatnya peristiwa nikah. 
Selanjutnya, faktor-faktor penyebab perceraian merupakan hal yang 
penting untuk dicermati dan dikaji. 
Berdasarkan laporan Kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A bahwa 
diantara penyebab utama dan dominan terjadinya perceraian di Kecamatan 
Mamajang adalah tidak adanya keharmonisan pada peringkat pertama dan tidak 
adanya tanggung jawab pada peringkat kedua. Sedangkan masalah ekonomi 
berada pada peringkat ketiga, sebagai contoh, pada tahun 2016 total perceraian 
sebanyak 34 kasus, penyebab pertama tidak adanya keharmonisan, penyebab 
kedua tidak adanya tanggung jawab dan penyebab ketiga masalah ekonomi dan 
selebihnya disebabkan oleh alasan-alasan lain. 
Perceraian berpeluang dijadikan media mencari keuntungan, seseorang 
akan mencari dan mengada-ada alasan agar pasangan terpicu untuk mengajukan 
perceraian atau pihak ketiga terlibat proaktif dalam merongrong dan 
memprovokasi rumah tangga orang lain.  
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterangkan bahwa ada delapan 
alasan dibolehkannya perceraian di antaranya disebutkan bahwa salah satu pihak 
berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk 
disembuhkan. 
Calon pengantin semestinya mengetahui alasan-alasan yang membolehkan 





membolehkan maka seseorang akan berhati-hati menjaga dan mengendalikan diri 
agar tidak terjadi perceraian, misalnya suami mengerti bahwa jika mabuk-
mabukan isterinya dibolehkan mengajukan cerai. Dengan demikian, suami 
berusaha agar tidak mabuk demi mempertahankan rumah tangganya.  
Contoh lain, seorang suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus, 
menyebabkannya haram rujuk kepada isterinya menurut mazhab Syafi‟i kecuali 
jika isterinya menikah dengan lelaki lain. Setelah mengucapkannya ia menyesal 
dan ingin rujuk kepada isterinya. Talak tiga tersebut telah menyebabkannya haram 
rujuk namun ia tidak mengerti hukum tentang talak tiga sehingga 
menyebabkannya harus berpisah dengan isteri yang masih dicintainya. Seandainya 
ia mengerti tentu tidak akan diucapkan talak tiga. Inilah akibat kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan aturan perundang-undangan 
sehingga menyebabkan mudahnya keretakan rumah tangga. 
Persepsi kebanyakan masyarakat terhadap perceraian. Perceraian dianggap 
langkah tepat untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Akibatnya mudahnya 
terjadi perceraian di mana-mana. Sepatutnya perceraian dianggap sebagai bencana 
dan musibah yang harus dihindari sedapat mungkin sehingga ia diposisikan 
sebagai langkah terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan. Ingatlah 
ketika Allah Swt berfirman QS. An-Nisaa ayat 19/ 4: 19 




ُتُموُىنَّ ِإالَّٓ َأف ََي  ۚ  َكَعاِشُركُىنَّ بِٱۡلَمۡعُركؼِ  فَِإف َكرِۡىُتُموُىنَّ ٗ  مُّبَػيَِّنة ٗ  ءَاتَػيػۡ
ُ ِفيِو َخۡي ٗ  ۚ  فَػَعَسىَٰٓ َأف َتۡكَرُىواْ َشيۡ  َعَل ٱَّللَّ  ا ﴾ٗ  ا َكِثيٗ  ا َكََيۡ
Terjemahnya: 
”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika 









Ayat di atas memberikan solusi bagi pasangan suami isteri yang 
menghadapi konflik rumah tangga agar tidak menutup mata dari kebaikan-
kebaikan pasangannya selama ini sehingga satu kesalahan dapat membutakan 
matanya dari berbagai kebaikan yang telah mereka peroleh dari pasangannya. 
Janganlah kemarau setahun dapat dihapus oleh hujan sehari. Lihatlah kebaikan-
kebaikan pasangannya agar pintu maaf akan terbuka lebar ketika menemukan satu 
kesalahan pasangannya. 
Menurut penulis, penyebab lebih banyaknya kasus cerai gugat tidak 
terlepas dari Keputusan Mahkamah Agung yang memberikan hak harta bersama 
50:50 bagi pasangan suami isteri, setelah putusnya hubungan perkawinan baik 
karena meninggal maupun cerai. Keputusan ini ikut mempengaruhi keberanian 
kaum perempuan untuk memilih pisah dari suaminya yang pemalas atau mereka 
lebih berani karena berfikir mereka mampu hidup mandiri dengan modal usaha 
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A.   Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penghulu berusaha melakukan dan mencari cara supaya permasalahan 
mengenai perceraian bias diatasi. Oleh karena itu akhirnya Penghulu 
melakukan dan membuat Program Pembinaan Keluarga   Sakinah   sebagai 
salah satu usaha untuk meminimalisir Perceraian yang ada di Kecamatan 
Mamajang. Pembinaan Keluarga Sakinah barulah bisa berjalan apabila 
Penghulu itu sendiri yang malakukan langsung tanpa ada pihak 
darimanapun. Karena Penghulu adalah orang yang ditugaskan untuk 
melakukan Pembinaan Keluarga Sakinah supaya masyarakat lebih 
mengetahui dampak negatif dari perceraian tersebut. 
2. Pelaksanaan Program Pembinaan Keluarga bisa meminimalisir pelaku   
Perceraian yang dilakukan sebagian masyarakat Mamajang. Upaya yang 
dilakukan Penghulu KUA Mamajang dalam meminimalisir perceraian, 
antara lain: melakukan program pembinaan pra nikah, melakukan mediasi 
rumah tangga bermasalah, sosialisasi pencegahan perkawinan dini, 
pembinaan dan penilaian keluarga sakinah, memfungsikan peran penyuluh 
agama Islam. Namun dalam pelaksanaan perannya terdapat beberapa 
kendala yang dihadapi, antara lain: perkembangan zaman, tingkat 
kerumitan masalah rumah tangga, minimnya komunikasi dan konsultasi, 
dan tupoksi Penghulu yang dibatasi oleh perundangundangan. Pembinaan 





malakukan langsung tanpa ada pihak  darimanapun. Karena Penghulu 
adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan Pembinaan Keluarga 
Sakinah supaya masyarakat lebih mengetahui dampak negatif dari 
perceraian tersebut. 
B. Implikasi 
1. Penghulu harus lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi 
Penghulu. Penghulu juga agar terus berupaya dan berusaha meminimalisir 
pelaku Perceraian yang terjadi di sebagian masyarakat Mamajang.dan 
terus melakukan langkah-langkah yang baik agar masyarakat Mamajang 
lebih mengetahui dampak negatif akibat Perceraian. 
2.  Upaya yang dilakukan Penghulu jangan sampai tidak terlaksana dan tidak 
berjalan dengan baik sehingga masih banyak orang yang bercerai. Dengan 
adanya upaya-upaya itu, masyarakat lebih mempertahankan lagi 
kerukunan dalam berumah tangga. Disarankan juga kepada masyarakat 
agar lebih memperhatikan dampak Perceraian yang akan ditimbulkan. 
Masyarakat harus lebih memikirkan masa depan keluarga yang sudah 
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Gambar 1.2 : Peneliti Mewawancarai Kepala KUA Kecamatan 
Mamajang Kota Makassar di Kantor KUA Kecamatan Mamajang Kota 
Makassar 
Gambar 1.2 : Peneliti Mengambil Gambar Struktur Organisasi 
KUA Kecamatan Mamajang Kota Makassar di Kantor KUA 













Gambar 1.4 : Peneliti Mewawancarai Informan di Desa Pencong di Desa 
Gambar 1.3 : Peneliti Mengambil Gambar Alur Pelayanan NikahKUA 
Kecamatan Mamajang Kota Makassar di Kantor KUA Kecamatan 
Mamajang Kota Makassar 
Gambar 1.3 : Peneliti Mengambil Gambar Visi Misi KUA Kecamatan 
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